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Syarat Gugatan Sederhana
1. Hanya untuk Perkara Gugatan Wanprestasi dan/atau PMH dengan

nilai Gugatan Materiil < Rp. 200 juta

(PERMA No. 4 Tahun 2019 Perubahan -> Maksimal Rp. 500 juta)

2. Penggugat dan Tergugat tidak boleh lebih dari satu (kecuali memiliki
kepentingan hukum yang sama)

3. Domisili dalam wilayah hukum yang sama

a. Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak
dapat dilakukan Gugatan Sederhana

b. Dalam hal Penggugat berdomisili diluar wilayah hukum tempat
tinggal Tergugat maka Penggugat harus menunjuk Kuasa yang
beralamat di daerah hukum domisili Tergugat



Syarat Gugatan Sederhana (2)

4. Para Pihak wajib hadir tanpa didampingi
Kuasa (Perma No. 2 Tahun 2015)

-> Perubahan (Perma No.4 Tahun
2019),wajib hadir dan boleh didampingi
Kuasa, Kuasa Insidentil atau Wakil
dengan Surat Tugas dari Instansi
Penggugat



Tidak Termasuk Gugatan Sederhana

1. Perkara yang penyelesaiannya melalui
Peradilan Khusus

2. Sengketa hak atas tanah

3. Gugatan diatas Rp. 200 juta (Perma No. 2
Tahun 2015)

-> sekarang diatas Rp. 500 juta (Perma No.4 
Tahun 2019)



Hukum Acara

1. Diperiksa dan Diputus oleh Hakim Tunggal
2. Tahapan Penyelesaian Sengketa

a. Pendaftaran
-> Lampirkan Bukti Tertulis Penggugat yang sudah

dilegalisasi
b. Pemeriksaan kelengkapan oleh Panmud
c. Pemeriksaan Pendahuluan
d. Penetapan hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak
e. Pemeriksaan sidang -> Perdamaian
f. Pembuktian
g. Putusan

3. Penyelesaian Gugatan paling lama 25 hari sejak hari
Sidang Pertama



4. PN dapat membuatkan Blanko Gugatan
Sederhana yang meliputi :
a. Identitas Para Pihak
b. Penjelasan ringkas duduk perkaranya
c. Tuntutan Penggugat
d. Dalam Gugatan Sederhana tidak ada 

Provisi, Eksepsi, Rekonpensi, Intervensi, 
Replik dan Duplik serta Kesimpulan.

5. Pendaftaran Gugatan, Penunjukan Hakim dan
PP paling lama 2 hari kerja



Pemeriksaaan Pendahuluan

1. Sebelum Penetapan hari sidang, Hakim memeriksa
materi Gugatan, apakah termasuk Gugatan
Sederhana atau tidak

2. Jika Hakim berpendapat Perkara tersebut bukan
termasuk Gugatan Sederhana maka Hakim membuat
Penetapan bahwa Gugatan tersebut tidak termasuk
dalam pengertian Gugatan Sederhana, memerintahkan
mencoret dari Register dan memerintahkan untuk
mengembalikan panjar biaya perkara

3. Terhadap penetapan tersebut, tidak ada upaya hukum
apapun (final)



Pemanggilan Para Pihak,Pemeriksaan 

serta Putusan

1. Penggugat tidak hadir pada Sidang Pertama dan
panggilan telah sah dan patut maka Gugatan
dinyatakan gugur

2. Tergugat tidak hadir pada Sidang Pertama maka
dipanggil untuk kedua kalinya

3. Jika Tergugat Hadir maka pemeriksaan dilanjutkan 
dengan Upaya perdamaian (dikecualikan dari Proses 
Mediasi Perma No.1 Th. 2016)

4. Pembacaan gugatan dan jawaban lanjut pembuktian 
hingga Putusan.



6. Selama Proses Pemeriksaan Persidangan Hakim Dapat 
memerintahkan peletakan sita jaminan harta milik tergugat 
atau milik penggugat yang ada pada tergugat (Pasal 17 A )

7. Jika Tergugat tetap tidak hadir dan pangilan telah sah dan
patut menurut hukum maka Gugatan diputus secara
Verstek

8. Terhadap Putusan Verstek tersebut Tergugat dapat
mengajukan Verzet (Perlawanan) ke Pengadilan Negeri
yang dalam tenggang waktu 7 hari setelah diberitahukan isi
Putusan tersebut

9. Segera setelah Putusan diucapkan, Hakim wajib
meberitahukan hak Para Pihak untuk mengajukan upaya
hukum berupa Keberatana terhadap Putusan tersebut



UPAYA HUKUM KEBERATAN

6. Terhadap Putusan Perkara Gugatan Sederhana
upaya hukumnya adalah keberatan yang 
diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri yang 
bersangkutan dengan menanda tangani Akta
Penyataan Keberatan dihadapan Panitera
disertai dengan alasan – alasannya

7. Kebeteratan diperiksa oleh Hakim Senior yang 
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri di luar
hakim yang memeriksa Gugatan Sederhana



PEMERIKSAAN KEBERATAN
1. Hakim yang ditunjuk oleh KPN harus yang lebih

Senior dari yang memeriksa Gugatan Sederhana
tersebut

2. Keberatan diajukan dalam jangka waktu 7 hari
setelah Putusan diucapkan atau diberitahukan
kepada Tergugat

3. PN menyiapkan Blanko Pemeriksaan Keberatan

4. Permohonan Keberatan yang melampaui batas
waktu 7 hari dinyatakan tidak dapat diterima
dengan Penetapan KPN atas dasar Surat
Keterangan panitera



5. Permohonan Keberatan dapat diikuti dengan
Memori Keberatan

6. Pemberitahuan Keberatan beserta Memori
Keberatan disampaikan ke Tergugat dalam
jangka waktu 3 hari sejak Permohonan
Keberatan diterima PN

7. Kontra Memori Keberatan diajukan dalam
jangka waktu 3 hari setelah disampaikan
Memori Keberatan



8. Pemeriksaan Keberatan didasarkan hanya atas
dasar:
a. Putusan dan berkas Gugatan Sederhana

b. Permohonan Keberatan, Memori Keberatan,
Kontra Memori Keberatan

(jika Para Pihak memasukkan Memori dan
Kontra Memori Keberatan)

c. Tidak ada pemeriksaan tambahan

d. Putusan Keberatan diucapkan paling lama 7 hari
setelah tanggal Penetapan



Pemberitahuan Putusan Keberatan

• Disampaikan kepada Para Pihak paling lama 3 
hari sejak diucapkan

• Putusan tersebut Berkekuatan Hukum Tetap
saat diberitahukan kepada semua Para Pihak

• Putusan Keberatan adalah Putusan Akhir dan
tidak terbuka upaya hukum apapun lagi



Pelaksanaan Putusan

1. Putusan Gugatan Sederhana yang tidak diajukan
Keberatan adalah BHT

2. Jika ada Keberatan terhadap Putusan maka
putusan tersebut BHT setelah Keberatannya
diputus Majelis Hakim pemeriksa Keberatan

3. Putusan yang BHT dilaksanakan secara sukarela

4. Jika tidak dilaksanakan secara sukarela maka
berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata

5. Pihak yang menang dapat mengajukan
Permohonan Eksekusi ke KPN



6. Ketua PN mengeluarkan Penetapaan Aanmaning
paling lambat 7 hari setelah menerima Permohonan
Pelaksanaa Putusan (Setelah bayar biaya dan didaftar)

7. Ketua PN menetapkan tanggal pelaksanaan
Aanmaning paling lama 7 hari setelah tanggal
penetapan Aanmaning

8. Dalam hal kondisi Geografis tertentu Pelaksanaan
Aanmaning tidak dapat dilakukan dalam waktu 7 hari
maka KPN dapat menyimpangi ketentuan batas waktu
tersebut secara wajar dan patut

9. Jika 8 hari setelah Aanmaning pihak yang kalah tidak
melaksanakan Putusan secara sukarela maka Putusan
dlaksanakan sesuai Hukum Acara yang berlaku



10. Dalam proses pemeriksaan perkara Gugatan
Sederhana hakim dapat meletakkan Sita
Jaminan sesuai dengan ketentuan Undang –
Undang ataupun Sita Eksekusi pada saat mau
pelaksanaan Eksekusi




